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DAN KELUARGA BERENCANA
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MALINAU

KEPUTUSAI\[
KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR: 800/010/DKPPKB

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAI\ PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo :

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka

perlu di tetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Malinau;

Mengingat

b. bahwa penetaparl Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk

memperoleh informasi kerja kinerja yang diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan

sasaran strategi organisasi guna perbaikan dan peningkatan

akuntabilitas kinerj a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3396); sebagaimana telah

diubah dengan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 ' 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang ........

a
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5i2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor

s);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021tentang
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita

Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun

2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019

Nomor 44);

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERI,NCANA KABUPATEN MALINAU.

Menetapkan

PERTAMA



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: Menetapkan Indikator Kine{a Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang tidak
terpisahkan dalam keputusalr ini:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menetapkan

Rencana Kinerja Tahunan, Menl'usun Rencana Kerja dan Anggaran,

Menlusun Perjanjian Kerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen

rencana strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Malinau ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau

Pada tanesal 31 Januari 2024
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Tembusan :

Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di - Tempat;

Kepala BPKD Kabupaten Malinau di - Tempat;

Kabag. Ilukum Setkab. Malinau di - Tempat.
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INDIKATOR KTNERJA UTAMA (lKU) 2024
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN MALINAU

NO TUJUAN
SASARAN

STRATEGIS
OPD

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

FORMULASI DATA SUMBER DATA
PENANGGUNG

JAWAB

1 It/lewujudkan
pelayanan
kesehatan,
pengendalian
penduduk dan KB
yang bermutu,
merata dan
terjangkau

Meningkatnya
pelayanan

kesehatan yang

bermutu, merata

dan terjangkau

Angka Kematian lbu per

100,000 kelahiran hidup

= 183 per 100.000

kelahiran hidup

Jumlah kematian ibu Yang disebabkan kerena

kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah

melahirkan pada tahun tertentu di daerah

tertentu
x 100.000

Banyaknya bayi yang lahir hidup pada tahun

tertentu di daerah tertentu

Bidang Kesehatan
Masyarakat

Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat

Angka Kematian Bayi

(AKB) per 1000

kelahiran hidup = 11 per

1000 kelahiran

Jumlah bayi meninggal dalam kurun

satu tahun

waktu

x 1000

Jumlah kelahiran hidup yang ada di wilayah

kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu

tahun

Bidang Kesehatan
Masyarakat

Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat

Cakupan SPM Bidang

Kesehatan = IOOYo

1.. Cakupan Pelayanan

Kesehatan lbu Hamil
Itrmlah ibrr hamil yang

rterrdapatkan pelayarrao antenatsl

sesuai statrdir di wllayah keria

kabupaten/kota tersebut dalitrl

kurun waktu sat\r tshurr

(Nomlnator)

Persentnse ibu

hanril

rrrendrpatkarr

pelayaDarr

kesehat.lir ibu

hatrril

jurrrtatr sasaran ibu hamil di

wtlayah keria kabupaten/kota

tersebut dilanr kttrurr waktu satu

tahuI y.ng sanra (denonrl[ator)

x tOO 96

Bidang Kesehatan
Masyarakat

Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat



2.Cakupan Pelayanan
Kesehatan lbu
Bersalin

PcB.nts.. ibu

b.66lin
maDdepatkan

pGl.yanan

pcraalinan

,umleh lbu beBalln Yang

mcndapatkan pelayanan paraallnan

,a3uai standar di fasllltas palayanan

k.3.hatan dl wllayah k.rra

kabupatcn/kota dalam kurun

waktu s6tu tahun. x lO0 o/D

lumlah sararan lbu bcratlln dl

wlliyah k.r,a kabupat.n/koh

t6ra.but dalam kurun waktu satu

tahun yanS aama.

Bidang Kesehatan
Masyarakat

Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat

3. Cakupan Pelayanan
Kesehatan Bayi
Baru Lahir

lumlah bayi baru lahtr urta 0-28

hari yang m.ndap.tkan pelaYanan

kesehatan bayi baru lahlr .csual

dengan standar dalam kurun

waktu satu tahun

Jumlah sasaran bayl baru lahtr dl x rO0 96

wilayah kerla [abuPaten/kota

ters€but dalam kurun waktu satu

t.th(n yang tama

Pre3e!rta5e

bayi baru lahtr

rncndapatkan

pelayanan

kesehatan bayi

baru lahlr

Bidang Kesehatan
Masyarakat

Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat

4. Cakupan Pelayanan
Kesehatan Balita lurDlahEaltta usla l2-23 bllan

youg meIdapdt Pelayanan Kesehatan

sesuai StaDdar I + rumlah Ballta

urta 24-35 bulan mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai

standar: + Balita usia 35-59 bulan

mendapakan pelayanan sesuai

standar 3
cakupan

Pelayanan

Kesehatan Ballta

sesuai Standar

x100%

J(mlah Baltta usla 12-59 bulan

di wtlayah keria Kabupaten/kota

tersebut padn kurutr waktu satu

tahun yarrg sama

Bidang Kesehatan
Masyarakat

Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat

5. Cakupan Pelayanan
Kesehatan Pada
Usia Pendidikan
Dasar

pendtdlka,r

mendapatkan

sesual standar

lunrl.rh nnak u.r.r p.rrdidikalr

dasar yarrg mendapat p.laynD.ln

kesehatarr sesual statt.lar yartg

ada dt wtlayah kerJa

knbup.lten,/koti dalam kurun

waktu satu tahurr alaran

lrrnrlnh 3.nrua anak usla

pendidlkan dasar yang ada dl

wilayah ker,a kabupaten/kota

tersebut dalanr kurun waktu 3attr

tahun arn16n yang .amn.

x IOO 96

Bidang Kesehatan
Masyarakat

Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat



6, Cakupan
Pelayanan
Kesehatan Pada
Usia Produktif

fumlah orang usia 15-59 tahun di

kab/kota yang mendapat pelayanan

skrining kesehatan sesuai standar

dalam kurun waktu satu tahunPersentase oranS

usia 15-59 tahun

nrendapatkan

skrining

kesehatan sesuai

standar

x 1009{

Jumlah orang usia 15-S9 tahun

dt kab/kota dalam kurun

waktu satu tahun yang sama.

Bidang Kesehatan
Masyarakat

Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat

7. Cakupan
Pelayanan
Kesehatan Pada
Usia Lanjut

Persentase

warSa neSara

usia 60

tahuu ke

atas

mendapatkan

skrining

kesehatnn

sesuai

standard

lumlah warga negara berusia 60 tahun

atau lebih yang mendapat skrining

kesehat n sesuai standar minlmal I kali

yang ada di suatu wilayah keria

kabupaten/kota dalanr kurun waktu satu

tahun (Nominator)
x100%

lumlah semua warga negara benrsia 60

tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah

keria kabupaten/kota dalam kurun waktu

satu tahun yang sama (D€nonrinator)

Bidang Kesehatan
Masyarakat

Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat

8. Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Hipertensi

lumldh p.nd.rlta hipe(enal u.la

215 tnhun dl dalatn wlleYah

kcrranya yanS mGtrdapatkan

pelayanan kasahahtr sasual standar

dalam kurrrn waktu satu tahur!
Parsahtaae
p.nd.rlb
HipedGnsl
ynng
mendapatkan
pelayanarr
krsehatan

x l000/6

lumlah attimasl Pend.rlta

hlpeftenrl urlA 215 tahun Yang

berada di dalaru wilayah k.dantrya

berdasarkan angka prevalcnsl

kab/kota dalam kurun waktu sah

Ehun yang sama.

Bidang Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

KepalaBidang
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit



9. Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Penderita Diabetes
Melitus

pen.lerlta DM

nrerrdapatkatr

lumlah pchd.rlt. dlabct.. m.llltut

usla : I S tahun dl d.lam wtley.h

k.rranya yang mcndapatkan
p6layan6tr kosohatarr taruel ttartdar

dalorn kururr waktu .atu 6hun
x roo%

lumlah.3ttnratl p.nd.rlta dlab.t.3

m.llltu. urla > l5 tahurr yarlS blrada

dl dalam wllayah k.rlannya

b.rda.arkan anBk. pr.val.nsl

kab,/kots dalam kurun waktu .itu

tahun yena tarna.

Bidang Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Bidang
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit

l0.Cakupan
Pelayanan
Kesehatan Orang
Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ)Berat

Persentase

ODGJ ber.1t

yanS

nrendapatkan

pelayanan

kesehatatr

jiwa sesuai

standar

lumlah ODGI berat di wilaYah

keria Kab/Kota yang

mendapatkan pelayanan

kesehatan jiwa sesuai standar

dalam kurun waktu satu tahutr x 100 %

Jumlah oDGl berat

berdasarkan proyeksi di wilayah

kerja Kab/Kota dalam kurun

waktu satu tahun yang sama.

Bidang Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Bidang
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit

11. Cakupan
Pelayanan
Kesehatan Orang
Terduga
Tuberkulosis

Persentase

Orang

terduSa TBC

nrendapatkan

pelayanatr

TBC sesuai

lumlah orang terduga TBC

yang dllakukan pemerlksaan

penunlang dalam kurun waktu

satu tahun. x 100 96

lrrmlah orarrg yanS terduga

TBC dalam kurrrtr waktu satu

tahun yang sanra.

Bidang Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Bidang
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit

l2.Cakupan Pelayanan

Kesehatan orang

dengan resiko

Terinfeksi Virus yang

melemahkan Daya

Tahan Tubuh Manusia
(Human

lmmunodeficiency
Virus = HIV)

Persentasc

orang dengan

rlstko tertnfeksl

Htv

mGndapatkan

Junrldh ora[8 dengan risiko

terllrfeksl HIV yang

mendapatkan pelayanan sesuai

sllndar dalam kurun waktu

satu tahun

pelayarran

detekst dlni ttlv
sesuai standar

Iumlah orang dengan rlsiko

terinfeksi Hlv dtkab/kota

dalam kurun waktu satu tahun

yan8 sama

x IOO 96

Bidang Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Bidang
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit



Prevalensi Balita
Stunting = \3o/o

Jumlah Anak Balita Stunting pada waktu
tertentu

x 100

Jumlah Anak Balita pada waktu yang sama

- Bidang Kesehatan
Masyarakat

Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat

Terkendalinya
angka kelahiran

Angka Kelahiran

Menurut Kelompok

Umur 15-19 tahun/Age

Specific Fertility Ratio

(ASFR) 15-19 tahun

= 1111.000 kelahiran

Jumlah kelahiran pada wanita usia 15-19 tahun
x 1000

Jumlah wanita remaja usia 15-19 Tahun

- Bidang Kesehatan
Masyarakat

- Bidang Pelayanan
Kesehatan

Bidang
Pelayanan
Kesehatan

Meningkatnya
akuntabilitas
Kinerja Dinas
Kesehatan
PPKB

Nilai SAKIP OPD = 80 - Bidang Sekretariat
- Bidang Kesehatan

Masyarakat
- Bidang Pelayanan

Kesehatan
- Bidang P2P
- Bidang SDK

Sekretaris Dinkes
PPKB

Malinau, 31 Januari 2024
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